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ABSTRAK 
 
 
 
Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau 
bentuk lainnya sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) UU PT. Namun UU PT tidak 
menjelaskan mengenai penyertaan bangunan saja sebagai modal perseroan. 
Bentuk dari kepemilikan bangunan sebagai penyertaan modal perseroan masih 
belum terdapat kepastian hukumnya, begitu juga dengan perlindungan dari 
pemilik tanah yang berbeda dengan bangunan yang berdiri di atasnya sebagai 
akibat dari adanya asas pemisahan horizontal.  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat ditarik beberapa 
rumusan masalah yaitu pertama bentuk kepastian hukum atas penyertaan 
bangunan tanpa tanah sebagai modal perseroan terbatas. Kedua perlindungan 
hukum bagi pemilik tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang dijadikan 
penyertaan modal perseroan terbatas.  
Untuk mencapai tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan 
penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Metode pendekatan yang penulis 
pergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep 
hukum. Penelitian normatif ini ditunjang dengan sumber bahan hukum untuk 
memperkuat landasan teori guna pembahasan. Bahan hukum yang terkumpul 
diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungan dengan 
permasalahan yang akan dibahas. Akhirnya diperoleh data yang dapat menjawab 
rumusan masalah dalam tulisan ini, dan hasil penelitian ini dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan analisa kualitatif yaitu 
akta inbreng yang dibuat di hadapan notaris menjadi bukti autentik terhadap 
penyertaan bangunan sebagai modal perseroan terbatas. Serta perlindungan 
hukum bagi kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah dan segala hak dan 
kewajiban telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat. 
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ABSTRACT 
 
Deposit of share capital can be made in the form of money and / or other 
forms in accordance with the provisions of article 34 paragraph (1) of the Law on 
PT. However, the PT Law does not explain the participation of buildings as the 
company's capital. The form of building ownership as the company's capital 
participation still has no legal certainty, as well as the protection of landowners 
that is different from the building that stands on it as a result of the principle of 
horizontal separation.  
Based on the background of the problem, several problem formulations 
can be drawn, namely the first form of legal certainty over the participation of 
landless buildings as a limited liability company capital. The second is legal 
protection for landowners on whom there are buildings that are used as equity 
participation in limited liability companies.  
To achieve the objectives of writing this scientific paper, the author 
conducts library research or normative research. The approach method that the 
author uses is the legislative approach and the legal concept approach. This 
normative research is supported by sources of legal material to strengthen the 
theoretical basis for discussion. The collected legal material is classified in such a 
way that it is taken and that there is a relationship with the issues to be discussed. 
Finally, the data obtained can answer the problem formulation in this paper, and 
the results of this study can be accounted for.  
The research results that the authors get are based on qualitative analysis, 
namely the inbreng deed made before a notary public is authentic evidence of the 
inclusion of buildings as a limited liability company capital. As well as legal 
protection for land ownership in the form of land certificates and all rights and 
obligations specified in the agreement made. 
 
Keyword : limited liability company, capital brought in to/put into the business, 
horizontal separation 
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KESIMPULAN 
 
Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa: 
 
1. Bentuk Kepastian hukum atas penyertaan bangunan tanpa tanah sebagai modal 
perseroan terbatas. 
 
Dalam prosesnya, berdasarkan UU PT Pasal 34 disebutkan secara jelas mengenai hal-
hal yang dilakukan apabila pemasukan modal dalam bentuk lainnya. Namun, untuk 
kepastian prosesnya mengenai pemasukan modal dalam bentuk lainnya, dalam hal ini 
dalam bentuk benda tidak bergerak selain tanah, maka pembuatan akta inbreng yang 
dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk barang tidak bergerak berupa 
tanah atau di hadapan Notaris bagi barang tidak bergerak lainnya sebagai bukti sah 
pemasukan modal ke dalam perseroan terbatas. 
 
 
2. Perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang 
dijadikan penyertaan modal perseroan terbatas. 
 
Bagi pemilik tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang dijadikan penyertaan 
modal perseroan terbatas hanya memiliki kewenangan sebatas tanahnya saja. Dalam 
hal ini, apabila dasar perjanjian antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang 
berada di atasnya berdasarkan perjanjian kerjasama atau perjanjian bagi hasil atau 
perjanjian sewa maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 
masing-masing pihak wajib tertuang secara jelas dan rinci untuk menghindari 
permasalahan yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. 
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